
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 20 15

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN CANGGUAN, SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN, TANDA

DAFTAR INDUSTRI, TANDA DAFTAR GUDANG, SURAT IZIN USAHA
INDUSTRI UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI

KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang
BUPATI LUWU TIMUR,

a. bahwa beberapa jenis izin untuk Usaha Mikro dan
Kecil yang menjadi kewenangan Pemerintai
Kabupaten dilimpaikan kepada Kecamata,n;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasiar Kewenangan
Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha
Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar
Industri, Tanda Da-ftar Gudang, Surat lzin Usaha
Industri Untuk Usala Mikro dan Kecil dali Bupati
kepada Camat;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Da-ftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3214);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatar (kmba,ran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Irmbarar Negara Republik Indonesia
Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem
Resi Gudang (kmbaran Negara Republik Indonesia
Taiun 2006 Nomor 59, Tambahal Lembarar Negara
Republik Indonesia 4630) sebagaimara telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O11 tentang
Perubahan Atas Undarg-Undang Nomor 9 Tahun 2006
tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara
Republik tndonesia Talun 20ll Nomor 78, Tambahan
Lembaran Nega-ra Republik Indonesia :J23f]t: /h,n





4. U-ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO8 tentang UsahaMiko, Kecil darl Menengah lk-Ua.an -lvegari
Republik Indonesia Tahun 20OA Nomor 93, tamU"-fr""
Lembaran Nega-ra Republik Indonesia 4866);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5o38);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOq Nomor 13O,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undalg Nomor 3 Talun 2014 te4tang
Perindustrian (Lembamn Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan kmbamrl Negara
Republik lndonesia Nomor 5492);

8. Undang-Undang Nomor 7 Talun 2014 tentang
Perdaganga,n (kmbaran Nega,ra Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Nega.ra
Republik Indonesia Nomor 5512);

9. Undang-Undang Nonlor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lrmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daeral (Lemba,ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan
Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Talun 1995 tentang
Izin Usaha Industri (Lemba.ran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2OO5 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taiun 2005 Nomor 15O, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Taiun 2OO7 tenta]:lg
Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negam Repubtik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, famLahan
Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 4737);

13. Peraturan presiden Nomor 9g Tahun 2014 tentang
Perizillarl untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembarai
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 222);

14. Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan
Nomor 590/Mpp/KEp/219/ t999 tentang KetintJan
dan Tata Cara pemberian lzin Usaha eerdigargan;

15. Keputusan Menteri perindustrian dan perdasanpan
Nomor 59 t/ Mpp /KEp / ztg / tgSS r.nir"s-r"E*C:;,
Pemberian Usala perdagangan,gl *"
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20. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
'" ;;1.i";;d; p.ao*- Pembe"rian lzin usaha Mikro

O.r, X."if (B-".it" Ntg"" Republik Indonesia Tahun

20 i4 Nomor 1814);

21, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu
Timur.

22. Peratvra,j- Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangar Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,
Tamba-han Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangar Daerai
Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2Ol0 tentang Retribusi lzin Gangguan
(kmba,rar! Daeral Iiabupaten Luwu Timur Tahu!
2OlO Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 31) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin
Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan l.emba-ra,n Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 75it; $f
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9, NOn pef2inan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dararn
bentuk tanda daJtar usaha.

10.Izin dasar adalah yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha
sebelum kegiatan usaha dimulai, seperti lzin Lokasi/ Izin Prinsip, Izin
Peruntukan Penggunaan Tanah, IMB dan izin gangguan.

11. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan penerbitan perizinan termasuk
penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu.

12. Usaha Mikro adalah Usala FYoduktif milik orarg perorangan dan/atau
tsadan usaha perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro sebagai
mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendi.i, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usala yang bukarr
merupal€n anak perusahan atau bukan cabang perusahaan ya]]g
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagiar baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria usaha kecil sebagaimana diatur da.lan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

14. Izin usaha mikro dan kecil yang selarjutnya disingkat dengan IUMK
adalal tarda lega.litas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan
tertentu dalam bentuk satu lembar.

BAB II

ASAS, PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN JENIS PERIZINAN

Pasal 2

Asas pelimpatlan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan
perizinan:

non

a. elisien, yaitu proses pelayanan perizinan dan non perizinan dipersingkat
harya melibatkan talap-tahap yang penting pada mekanisme/
prosedurnya;

b efektifl yaitu proses pelayanan izin /peizinan dan non perizinan
dilakukan berdasarkan tata urutan dan melibatkan personel yang telah
ditetapkan;

c. profesional, yaitu pemrosesan izin /perizinan dal non peri,zinan
11i!l]F", keahlian yang diperlukan baik validasi administrasi,venlrka$ tapsngan, pengukuran dan penilaiar kelayakan, dimanaprosesnya dilaksanakan berdasarkan tata u.rutan dan prosedur yangtelah ditetapkan;

d transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semuapihat yang membutuhkan;
e. akuntabel, yaitu daoat dipertanggung jawabkan sesuai denganketenruan peraturan perundang_undingai;
, I:!atr,-,wakru, yajlu pemrosesan pemohonan perizinan dan nonperzinan dapat disetesaikan datam wakru v,"Ji.rri Ai;;;;;;;:q, ,,",,
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b.usahakecilmemilikikekayaanbersihdariRp5o.oo-0.000'00(lima
outuh iula rupiar't sampaj'Oengan paling banyal< Rp500 000'000'00
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usata arit memiliki' hasil penjua-lan tahunan lebih dari
ipsoO.ooO.OoO,OO (tiga ratus juia rupiah) sampai dengan paling

banvak Rp2.5o0.ooo.obo,oo (dua milyal lima ratus juta rupiah)'

(3) Kriteria Unit Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang dilimpahkan kepada camat kecuali:

a. unit usaha berskala mikro dan Usaha kecil yang merupatart cabang
unit usaia lain yang berskala menengah/besar; dan

b. unit usaha mikro/kecil yang merupakal bagian dari sistem E'aralaba
yang dikembangkan oleh unit usaha lain berskala menengah/besar.

{4) Unit Usaha berskala Mikro dan Usala Kecil yang merupakan cabarg unit
usaia lain yarrg berskala menengah/besar dan dimaksud pada ayat (2)
huruf a, dan huruf (b) dilal<sana-kan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(5) Usaha dengan modal kekayaan bersih lebih dad Rp5O0.O00.O00,0O (lima
ratus juta rupia}I) dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp2.500.00O.000,0O (dua milyar lima ratus juta rupiah) digolongkan
sebagai usaia menengai dan basar.

BAB III

PENDELEGASTAN KEWENANGAN

Pasal 4

(i) Bupati mendelegasikan kewenangan Izin dar Non Peizi,l.an usaha Mikro
dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada camat sebagai
pelaksana tUMK.

(2) Jenis Izin dan Non Perizinan Usaha Mikro dan Kecil yang didelegasikan
kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi :

a. lzin Gartgguart (HO);

b. Izin Usaia Perdagangan (SIUP);

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d. Tanda Daftar Industri (TDI); 9,



- randa Daiar Cudarg (TDG); dan

i. lzin usala rndustri (lutt'

BAB IV

PEMBINAAN DAN PDNGENDALIAN

Pasal 6
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t3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk sosialisasi'
bimbingan teknii, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma,
standai, prosedur darl kriteria urusair pemerintalan yang dilimpahkan
kepada Carnat.

(4) Pengenda-liar sebagaimara dimaksud pada ayat (1) atas penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan
secara fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

(1)Setiap talun Pemerintah Daerah melakukar eva,luasi terhadap kinela
kecamatan yang mencakup;

a. penyelanggaraan sebagiar urusal pemerintahan yang dilimpahkan
kepada Camat;

b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan

c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskar kepada Camat.

(2) Hasil eva.luasi sebagaimara dimaksud pada ayat (l) disampaikan oleh
Bupati kepada Gubemur dengan tembusan kepada Menteri Dalam
Negeri.

(3) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundalg-undangan.

Pasal 8
Dalam hal tertentu dan/atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan
pendelegasian kewenangan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 4 dan
sesuai hasil evaluasi sebagaima-na dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati
dapat menarik kembali urusan pendelegasian kewenangar.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9
Pendanaan tugas Camat da.lam penyelenggaraEn Pelimpahan Kewenangan
yang dilimpahkan dari Bupati, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belania Daera-tr.4l'al





BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal iO

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan yang
setingkat atau dibawahnya yang berkaitan dengan Perizinan dan Non
Perizinal masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berla-ku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur *t

Ditetapkan di Ma.lili
pada tanggal 28 DeseDber 2015
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Diundangkan di Malili
pada tanggal 28 Desenber 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 20 15 NOMOR ; 41
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